BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 188.45/ zzq /KUM/2021
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dan Menjalankan Fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran
2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

-
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional
Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0176 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 176);

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 73 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU: Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dan menjalankan fungsi sebagai
Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Hulu
. Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022.
KEDUA: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana
dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;
b. menyusun rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan rancangan
APBD Tahun Anggaran 2023;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
. f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.
KETIGA: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD) berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman APBD;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat
Daerah; '

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;
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i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
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ACHMAD FIKRY

Tembusan:

Inspektur Daerah PKabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
Pimpinan BPD KalSel Cabang Kandangan di Kandangan.

Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kuasa Pengguna Anggaran se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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